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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terkait dengan objek  yang diteliti serta 

berdasarkan dari hasil penelitian status hukum transeksual pasca 

penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya 

menurut hukum perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan Teori 

Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah.  Maka penulis  memperoleh  

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status hukum Transeksual  pasca penetapan pengadilan tentang 

perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan 

operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan 

operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa 

terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis 

kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum 

nasional maupun menurut  hukum islam adalah sah.  Namun berbeda 

dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian 

jenis kelamin jika menurut  hukum nasional diakui keabsahannya 

ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan dari 

pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut 

hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin  

semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah  

memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian bila dikaji 

berdasarkan teori eksistensi, maka terhadap permasalahan status 

hukum transeksual pasca penetapan pengadilan , maka sudah 

seharusnya perubahan status transeksual tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan dan norma agama khususnya agama 

islam . Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi hukum Islam dalam 

hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam 

arti hukum islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 

hukum nasional Indonesia. Hal ini juga berdasarkan  Teori Maqashid 

Syariah tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin 

ini, maka operasi tersebut termasuk menjaga keturunan. Yaitu 

menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang 
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sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Namun berbeda 

dengan operasi pergantian jenis kelamin, bila dikaitkan dengan Teori 

maqashid Syariah maka operasi pergantian jenis kelamin 

bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini dikarenakan Operasi 

pergantian jenis kelamin dilakukan oleh orang yang sudah terlahir 

dengan kelamin yang normal sehingga melanggar kodrat yang telah 

diberikan oleh Allah.SWT. 

 

2. Implikasi hukum dalam hukum perkawinan  bagi transeksual pasca 

penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap 

Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan 

transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin 

juga terdapat perbedaan. Dikarenakan  seorang Transeksual  yang 

telah melakukan operasi pergantian jenis  kelamin oleh agama islam 

tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Maka apabila terjadi 

suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai 

perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap  perkawinan yang 

dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis 

kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda  (Khuntsa). Maka 

terhadap perkawinan  orang yang berkelamin ganda yang telah 

melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya 

berlaku hukumnya sebagai berikut: 

a)   Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang 

dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya, 

b)  Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang 

dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari 

sebelumnya 
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B. Saran  

Dari kesimpulan di atas,terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan, yaitu: 

1. Pemerintah seharusnya sudah seharusnya membuat aturan yang 

khusus  dan secara tegas mengatur tentang permasalahan operasi 

kelamin dan prosedur perubahan jenis kelamin bagi transeksual.  

2. Selain itu sudah seharusnya dalam undang-undang yang 

diberlakukan di masyarakat hendaknya tidak bertentangan dengan 

norma agama. Begitu pun terkait dengan perubahan jenis kelamin 

bagi transeksual hendaknya hakim mengkaji ulang penetapan 

pengadilan tentang perubahan jenis kelamin agar tidak bertentangan 

dengan norma agama.  

 

C. Rekomendasi 

Bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan aturan 

hukum yang tepat dalam mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) 

terhadap perubahan jenis kelamin bagi transeksual di Indonesia. Akan 

lebih baik untuk penelitian selanjutnya dapat berupa penelitian 

perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan hukum dengan 

hukum di negara lain terkait permasalahan status hukum dan perubahan 

jenis kelamin bagi transeksual. 
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